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PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi di Indonesia telah mendorong perubahan tata kelola
pemerintahan hingga ke tingkat desa. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kedudukan penting sebagai entitas pemerintahan
yang otonom dengan kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat. Hal ini menuntut adanya tata kelola pemerintahan desa yang baik sesuai dengan
prinsip good governance.

Prinsip good governance mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas,
responsivitas, efisiensi, keadilan, dan supremasi hukum. Penerapan prinsip ini di tingkat
desa sangat dipengaruhi oleh perilaku organisasi aparatur pemerintah desa, mulai dari
kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, hingga lembaga kemasyarakatan desa.(1)

Pemerintahan desa merupakan lembaga penyelenggara pemerintahan terdepan yang
langsung berhubungan dengan masyarakat. Desa memiliki kedudukan penting sebagai
ujung tombak pembangunan karena menjadi entitas yang paling memahami kebutuhan
warganya. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
pemerintah desa memiliki kewenangan luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan adat istiadat setempat. Dengan
kewenangan tersebut, pemerintah desa diharapkan mampu menyelenggarakan
pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada
kepentingan masyarakat, sejalan dengan prinsip good governance.(2)

| 1701


http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Bormasa et al

Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Desa Adodo Fordata yang terletak
di Kecamatan Fordata memiliki tantangan tersendiri dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik. Kondisi geografis kepulauan yang terpencil, keterbatasan akses
transportasi, serta sumber daya manusia yang masih terbatas memengaruhi dinamika
pemerintahan desa. Walaupun demikian, pemerintah Desa Adodo Fordata terus berupaya
menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan
masyarakat, misalnya pembangunan infrastruktur dasar, penyediaan air bersih, serta
pengelolaan dana desa. Keberhasilan program-program tersebut tidak lepas dari perilaku
organisasi aparatur desa yang menentukan efektivitas implementasi good governance.

Perilaku organisasi pemerintah desa mencerminkan pola komunikasi, gaya
kepemimpinan, koordinasi internal, serta hubungan dengan masyarakat. (3)Aparatur desa
yang memiliki perilaku kerja profesional, transparan, dan akuntabel akan lebih mampu
mendorong partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, meningkatkan kepercayaan
publik, serta menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan
masyarakat. Sebaliknya, perilaku organisasi yang kurang transparan, elitis, dan tidak
partisipatif dapat menghambat proses pembangunan serta menurunkan tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. (2,4)Hal ini menjadikan kajian
tentang perilaku organisasi aparatur desa menjadi penting, terutama dalam mengukur
sejauh mana praktik good governance telah dijalankan.(5)

Penelitian mengenai perilaku organisasi pemerintah desa dalam mewujudkan good
governance di Desa Adodo Fordata relevan dilakukan karena dapat memberikan gambaran
nyata mengenai keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam tata kelola
pemerintahan desa di wilayah kepulauan. Dengan adanya penelitian in1, diharapkan dapat
diperoleh masukan yang konstruktif bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kinerja
aparatur, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mengembangkan inovasi pelayanan
publik. Selain itu, hasil penelitian juga dapat menjadi referensi penting bagi pengambil
kebijakan di tingkat kecamatan maupun kabupaten untuk memperkuat pembinaan dan
pendampingan desa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan,
akuntabel, partisipatif, dan berkeadilan.

LANDASAN TEORI

Konsep perilaku organisasi merupakan dasar penting dalam memahami dinamika
kerja aparatur desa. (Robbins, Judge, and Boston 2017)mendefinisikan perilaku organisasi
sebagai studi sistematis mengenai tindakan individu dan kelompok dalam organisasi serta
dampaknya terhadap efektivitas organisasi. Dalam konteks pemerintahan desa, perilaku
organisasi tercermin melalui pola komunikasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan,
koordinasi internal, serta hubungan dengan masyarakat. Perilaku yang profesional,
terbuka, dan akuntabel akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
desa, sedangkan perilaku birokratis yang tertutup cenderung menimbulkan ketidakpuasan
dan konflik sosial.(7)

Prinsip good governance merupakan kerangka normatif yang menekankan tata
kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, responsif, serta berorientasi
pada keadilan. UNDP (1997) merumuskan good governance sebagai proses pengelolaan
kekuasaan, pembangunan, dan distribusi sumber daya secara efektif, transparan, dan
partisipatif. Dalam konteks desa, prinsip in1 menuntut aparatur untuk menjalankan tata
kelola keuangan desa yang akuntabel, menyusun perencanaan pembangunan yang
partisipatif, serta memberikan pelayanan publik yang merata bagi seluruh warga.
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Penelitian (8) menegaskan bahwa implementasi good governance di desa mampu
meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mempercepat pencapaian tujuan
pembangunan lokal.

Selain itu, perilaku organisasi dalam pemerintahan desa dapat dipahami melalui
teori kepemimpinan dan budaya organisasi. Kepemimpinan yang efektif adalah
kemampuan untuk memengaruhi, mengarahkan, dan mengembangkan potensi kelompok
dalam mencapai tujuan bersama.(9) Hal ini sangat relevan dengan konteks desa, di mana
kepala desa berperan penting sebagai pemimpin sekaligus teladan dalam membangun
budaya organisasi yang terbuka, jujur, dan berintegritas. Budaya organisasi yang baik akan
memengaruhi perilaku aparatur desa sehingga selaras dengan prinsip-prinsip good
governance.

Di sisi lain, teori partisipasi masyarakat juga penting untuk menjelaskan
keterlibatan warga dalam tata kelola pemerintahan desa. (10)melalui konsep ladder of
participation menegaskan bahwa partisipasi warga bukan sekadar hadir, tetapi harus sampai
pada tingkat pengambilan keputusan bersama. Dalam konteks Adodo Fordata, partisipasi
masyarakat dalam musyawarah desa, pengawasan dana desa, dan pelaksanaan program
pembangunan menjadi indikator utama tercapainya good governance. Dengan demikian,
landasan teoritis ini menegaskan bahwa hubungan antara perilaku organisasi aparatur
desa, kepemimpinan, budaya organisasi, dan partisipasi masyarakat merupakan faktor
kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian in1 menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk
memahami dan menggambarkan secara mendalam perilaku organisasi pemerintah desa
dalam mewujudkan prinsip good governance. Pendekatan ini dipilih karena mampu
memberikan pemahaman holistik tentang fenomena sosial yang terjadi di Desa Adodo
Fordata, termasuk interaksi antara aparatur desa dan masyarakat dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Penelitian kualitatif efektif digunakan untuk mengungkap makna,
pandangan, dan pengalaman para aktor dalam konteks sosial tertentu. Oleh karena itu,
penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman proses dan makna daripada sekadar
angka atau data statistik.(11)

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Adodo Fordata, Kecamatan Fordata,
Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan
pertimbangan bahwa desa ini memiliki karakteristik kepulauan, menghadapi keterbatasan
akses, dan memiliki dinamika sosial yang khas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Subjek penelitian terdiri dari aparatur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa
(BPD), tokoh masyarakat, serta perwakilan warga desa yang terlibat dalam musyawarah
dan program pembangunan. Dengan melibatkan berbagai aktor, penelitian ini diharapkan
dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perilaku organisasi
dalam pemerintahan desa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi
partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali
pandangan aparatur desa dan masyarakat mengenai praktik tata kelola pemerintahan desa.
Observasi partisipatif dilakukan untuk melihat langsung interaksi dan pola kerja aparatur
dalam menjalankan tugas, termasuk saat musyawarah desa maupun pelayanan publik.
Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen resmi seperti
RPJMDes, APBDes, laporan pertanggungjawaban, serta notulen rapat. Kombinasi ketiga
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teknik ini memungkinkan peneliti untuk melakukan triangulasi data sehingga
meningkatkan validitas temuan penelitian (12)

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi
penting yang relevan dengan fokus penelitian, sedangkan penyajian data dilakukan dalam
bentuk narasi deskriptif yang memudahkan pemahaman. Selanjutnya, penarikan
kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan temuan di lapangan dengan teori perilaku
organisasi dan prinsip good governance. (12)Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi
sumber dan metode, pengecekan keabsahan dengan informan, serta keterlibatan peneliti
secara langsung di lapangan.(13) Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu
menghasilkan gambaran yang valid, reliabel, dan mendalam tentang perilaku organisasi
pemerintah Desa Adodo Fordata dalam praktik good governance.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perilaku Organisasi Aparatur Desa
Penelitian ini menemukan bahwa perilaku organisasi aparatur Desa Adodo
Fordata secara umum masih didominasi oleh model kepemimpinan sentralistik, di
mana kepala desa memegang peranan utama dalam hampir seluruh keputusan penting.
Aparatur desa menjalankan tugas administratif sesuai pembagian kerja, tetapi
koordinasi lintas bidang belum sepenuhnya berjalan secara sinergis. Kondisi ini
menyebabkan alur kerja cenderung lambat ketika menghadapi persoalan yang
membutuhkan penyelesaian cepat. (Robbins, Judge, and Boston 2017b) menekankan
bahwa perilaku organisasi yang sehat harus didukung oleh komunikasi terbuka,
kerjasama tim, serta sistem pengambilan keputusan yang partisipatif. Dalam konteks
Adodo Fordata, masih terdapat gap antara peran formal perangkat desa dan praktik di
lapangan, sehingga efektivitas organisasi belum optimal.
2. Transparansi dan Akuntabilitas
Transparansi pemerintahan desa telah dilaksanakan melalui forum musyawarah
desa, papan informasi APBDes, dan penyampaian laporan pertanggungjawaban
tahunan. Namun, hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa
informasi keuangan desa sering disajikan dalam format yang sulit dipahami oleh
warga yang memiliki keterbatasan literasi administrasi. Selain itu, pengawasan dari
BPD belum maksimal, karena keterbatasan kapasitas anggota dalam membaca dan
menganalisis laporan anggaran. (15) transparansi tidak hanya terkait keterbukaan
informasi, tetapi juga bagaimana informasi tersebut dapat diakses, dipahami, dan
ditindaklanjuti oleh masyarakat. Dengan demikian, Desa Adodo Fordata perlu
memperbaiki mekanisme penyajian informasi agar lebih sederhana dan mudah
dipahami warga, misalnya melalui infografis atau penjelasan dalam pertemuan public.
3. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengawasan
Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa cukup tinggi, terutama ketika
membahas pembangunan infrastruktur seperti jalan lingkungan, jembatan desa, dan
sarana air bersih. Hal ini menunjukkan adanya kepedulian masyarakat terhadap
pembangunan fisik yang dirasakan langsung manfaatnya. Namun, dalam aspek
pengawasan penggunaan anggaran, partisipasi masyarakat masih rendah. Warga
cenderung menyerahkan tanggung jawab penuh kepada kepala desa dan
perangkatnya. Fenomena ini sejalan dengan teori ladder of participation dari (16) di
mana tingkat partisipasi masyarakat di Adodo Fordata baru mencapai tingkat
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konsultasi (consultation), belum sampai pada kemitraan sejati (partnership). Artinya,
keterlibatan masyarakat masih bersifat formalitas dan belum mengarah pada
pengambilan keputusan bersama serta kontrol terhadap kebijakan publik.
4. Kepemimpinan dan Budaya Organisasi
Kepala Desa Adodo Fordata dipandang memiliki kemampuan dalam mengelola
konflik internal dan menjaga stabilitas organisasi desa. Namun, tantangan yang
dihadapi adalah membangun budaya organisasi yang konsisten dengan nilai-nilai
integritas, pelayanan, dan profesionalisme. Beberapa perangkat desa masih bekerja
dengan orientasi administratif semata, belum sepenuhnya berorientasi pada pelayanan
publik. Yukl (2019) menyebutkan bahwa kepemimpinan efektif tidak hanya
mengandalkan instruksi, tetapi juga kemampuan menanamkan nilai-nilai organisasi
yang mendorong perubahan perilaku positif. Oleh karena itu, penguatan budaya
organisasi yang berbasis etika, keterbukaan, dan akuntabilitas sangat dibutuhkan agar
perilaku aparatur desa benar-benar selaras dengan prinsip good governance.(17)
5. Efektivitas Pelayanan Publik
Dalam hal pelayanan publik, pemerintah Desa Adodo Fordata telah menyediakan
layanan administrasi kependudukan dan surat menyurat secara rutin. Namun,
beberapa warga menilai pelayanan masih lambat karena keterbatasan jumlah
perangkat desa dan sarana kerja. Kondisi geografis desa yang tersebar juga menjadi
hambatan dalam menjangkau semua warga dengan cepat. Penelitian Sari (2021)
menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di desa sangat bergantung pada
profesionalitas aparatur serta dukungan fasilitas yang memadai. Oleh karena itu,
peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa dan penyediaan sarana
pelayanan menjadi kebutuhan mendesak untuk memperbaiki kualitas layanan
publik.(18)
6. Sinergi dengan Lembaga Desa dan Masyarakat
Sinergi antara pemerintah desa, BPD, dan lembaga masyarakat (karang taruna,
PKK, dan kelompok tani) di Adodo Fordata masih belum terbangun secara optimal.
Program pembangunan sering kali dirancang tanpa melibatkan masukan dari
lembaga-lembaga tersebut secara intensif. Padahal, sesuai prinsip kolaboratif governance,
keterlibatan berbagai pihak dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.
Hal ini sesuai dengan pendapat Dwiyanto (2018) yang menekankan bahwa
keberhasilan tata kelola pemerintahan desa tidak hanya ditentukan oleh aparatur,
tetapi juga oleh sejauh mana mereka mampu melibatkan aktor-aktor lain dalam proses
pembangunan. (Wibawa, Dwiyanto, and 2018 n.d.)
7. Implikasi terhadap Good Governance
Secara umum, penelitian ini menemukan bahwa praktik good governance di Desa
Adodo Fordata sudah berjalan, tetapi masih parsial dan belum konsisten di semua
aspek. Transparansi dan partisipasi masyarakat sudah mulai diterapkan, tetapi
akuntabilitas dan pengawasan masih menjadi titik lemah. Kepemimpinan kepala desa
cukup berperan dalam menjaga stabilitas organisasi, tetapi budaya organisasi yang
mendukung good governance masih perlu diperkuat.(20) Dengan mengacu pada
kerangka UNDP (1997), Desa Adodo Fordata berada pada tahap transisi menuju
pemerintahan desa yang lebih terbuka, partisipatif, dan akuntabel. Namun, agar dapat
mencapai tata kelola yang baik secara menyeluruh, perlu adanya peningkatan
kapasitas aparatur desa, mekanisme transparansi yang lebih komunikatif, serta strategi
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pemberdayaan masyarakat agar lebih kritis dan aktif dalam mengawal pembangunan
desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perilaku organisasi
pemerintah Desa Adodo Fordata dalam praktik good governance menunjukkan kemajuan
meskipun belum optimal. Pola kepemimpinan masih terpusat pada kepala desa, sementara
koordinasi antarperangkat desa belum sepenuhnya berjalan efektif. Transparansi informasi
dan komunikasi organisasi mulai diterapkan melalui musyawarah serta keterlibatan
masyarakat, namun belum sepenuhnya mampu mendorong partisipasi aktif dalam proses
pengawasan.

Budaya organisasi yang mendukung pelayanan publik telah tumbuh, tetapi
konsistensi penerapannya masih lemah sehingga berpengaruh pada rendahnya
akuntabilitas. Partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam tahap perencanaan
pembangunan, namun masth terbatas dalam aspek evaluasi dan kontrol sosial. Oleh
karena itu, penerapan good governance di Desa Adodo Fordata perlu diperkuat melalui
peningkatan kapasitas aparatur, penguatan mekanisme koordinasi, serta pemberdayaan
masyarakat agar prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas dapat
diwujudkan secara berkelanjutan.
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